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PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Mantar 18 Nopember 1995, umur 25

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  trakhir  SLTA,

pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di  XXX,  sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Malaysia 12 September 1997, umur 23 tahun,

agama  islam,  pendidikan  terakhir  SLTA,  pekerjaan

Mengurus  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  XXX,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon dengan  surat  permohonannya  tertanggal  18

November 2020 yang terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama Taliwang

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  311/Pdt.G/2020/PA.Tlg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  12  Agustus  2016,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah

Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Seteluk,  Kabupaten  Sumbawa  Barat,

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 12

Agustus 2016;
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2. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di

rumah orang tua Pemhoon yang beralamatkan di XXX;

3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  hidup

rukun layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa  sejak  awal  Oktober  2017,  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon

dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan

antara  Pemohon  dengan  Termohon  yang  terus  menerus  dalam  rumah

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: 

- Termohon tidak mau melayani makan dan minum Pemohon;

- Termohon sering mengeluh masalah ekonomi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi

sejak awal Nopember 2017, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan

Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun, yang meninggalkan tempat

kediaman bersama adalah Termohon;

6. Bahwa upaya damai telah  didilakukan  oleh  keluarga Pemohon juga

keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik,  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dah

rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

masing puhak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

maka  perceraian  merupakan  alternative  terakhir  bagi  Pemohon  untuk

menyelsekan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Penohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan

hukum yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Taliwang cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:

1. Mengabulkan permohoanan Pemohon; 
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap Termohon  (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; 

SUBSIDER :

Atau  apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  perkara  ini

diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

melalui relaas panggilan nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 19-11-2020 dan

ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohoan  Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon  atas  permohonan  Pemohon  tidak

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

 Bukti Surat.

 Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXX  Tanggal  12-08-2016  atas

nama  Pemohon  dan  Termohon  yang  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan seteluk Kabupaten Sumbawa

Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya  ternyata  cocok,  diberi  tanggal,  diberi

tanda (P.1) dan diparaf;
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 Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK:  XXX  tanggal  22-02-2013  atas

nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil  Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara

Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya  ternyata  cocok,  diberi  tanggal,  diberi

tanda (P.2) dan diparaf;

 Bukti Saksi

1. XXX,  umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  XXX,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  sebagai

pasangan suami istri, karena saksi adalah Teman sekaligus Tetangga

dekat Pemohon;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir

di rumah orang tua Pemohon di XXX;

 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  belum

dikaruniai seorang anak; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis namun sejak  akhir  tahun 2017,  rumah tangga

Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis,  disebabkan

masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh masalah keuangan;

 Bahwa, saksi bekerja sebagai petani;

 Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon

dan Termohon;

 Bahwa,  akibat  ketidakharmonisan  tersebut,  antara  Pemohon  dan

Termohon tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 yang lalu;

 Bahwa,  yang  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Termohon;

 Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
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 Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan saksi,  namun tidak

berhasil;

 Bahwa,  saksi  tidak  sanggup  merukunkan  kembali  Pemohon  dan

Termohon;

2. XXX,  umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  XXX,  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon  sebagai

pasangan suami istri, karena saksi adalah Teman sekaligus Tetangga

dekat Pemohon;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir

di rumah orang tua Pemohon di XXX;

 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  belum

dikaruniai seorang anak; 

 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis namun sejak  akhir  tahun 2017,  rumah tangga

Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis,  disebabkan

masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh masalah keuangan;

 Bahwa, saksi bekerja sebagai petani;

 Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon

dan Termohon, saat saksi di rumah Pemohon dan Termohon;

 Bahwa,  akibat  ketidakharmonisan  tersebut,  antara  Pemohon  dan

Termohon tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2017 yang lalu;

 Bahwa,  yang  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Termohon;

 Bahwa, Pemohon pernah membujuk Termohon untuk kembali hidup

bersama,  namun  beberapa  waktu  setelah  itu,  Termohon  pergi  lagi

meninggalkan Pemohon;

 Bahwa, selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;
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 Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan saksi,  namun tidak

berhasil;

 Bahwa,  saksi  tidak  sanggup  merukunkan  kembali  Pemohon  dan

Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat

permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan

Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  datang  menghadap  (in  person)  di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran

Termohon itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default

without  reason)  sesuai  Pasal  149  R.Bg.,  maka  harus  dinyatakan  Termohon

tidak hadir dan perkara a quo  dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Pemohon  yang  selalu

hadir  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan;
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Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di

persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Pemohon  supaya  bersabar  dan  berupaya  supaya  rukun

kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan

Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  harus

memenuhi  beberapa  unsur  sebagai  berikut:  (1)  Rumah  tangga  sudah  tidak

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk

rukun  kembali.  (3)  Pengadilan  sudah  berusaha  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal

Termohon dapat  dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

keperdataannya  dan  atau  membela  kepentingannya  di  persidangan,  hal  ini

telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an
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III:  405  yang  diambil  alih  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  Majelis  yang

menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya.

Menimbang,  bahwa  dalam undang-undang perkawinan  terdapat  prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan,  sehingga walaupun ketidakhadiran Termohon secara formil  dapat

diartikan  menerima  dan  membenarkan  dalil-dalil  Pemohon,  namun  khusus

dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya

sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan

bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena

dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de  groten  langen)  ex  Pasal  208  BW.

Begitupula  dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai  ikatan perdata

biasa akan tetapi sebagai  mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh), sehingga

bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh

hukum. Disamping itu,  berdasarkan Pasal  22 ayat  (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena

alasan  perselisihan  dan  pertengkaran,  Majelis  Hakim  harus  terlebih  dahulu

mendengarkan keterangan dari  pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan  suami  istri  tersebut.  Dengan  demikian,  Pemohon  diwajibkan  untuk

membuktikan dalil-dalilnya;
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Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan dalil  permohonannya,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode

P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut merupakan

fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus

dibuat sebagai alat bukti,  telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

tersebut  memuat  keterangan  yang  menguatkan  dan  relevan  dengan  dalil

permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  kode  (P.1)  merupakan akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan

Termohon  telah  dan  masih  terikat  dalam perkawinan  sah,  dan  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  kode  (P.2)  merupakan akta  otentik  yang

berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka  Pengadilan  Agama Taliwang  berwenang  menerima,  memeriksa,

mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang

saksi  yang  dihadirkan  oleh  Pemohon  yang  dalam  penilaian  Majelis,  kedua

orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai

dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;
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Menimbang,  bahwa disamping itu  berdasarkan Pasal  308 ayat  (1)  dan

Pasal  309  R.Bg.,  terhadap  keterangan  dua  orang  saksi  Pemohon tersebut,

maka  secara  materiil  dalam  penilaian  Majelis,  saksi-saksi  tersebut  harus

memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan

yang  diberikan  tersebut  mempunyai  sumber  pengetahuan  yang  jelas  dan

keterangan yang diberikan oleh saksi  saling  bersesuaian satu dengan yang

lainnya;

Menimbang,  berdasarkan  pasal  178  ayat  (1)  R.Bg.,  bahwa  atas

keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada

Pemohon  untuk  menanggapi  keterangan  saksi-saksi  dan  Pemohon

menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang

terjadi selama  persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan

akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa,  Pemohon  dan  Termohon  telah  hidup  bersama  sebagaimana

layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar Pemohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017,

karena  ketidakharmonisan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sejak  tahun

2017  yang  disebabkan  masalah  ekonomi,  Termohon  selalu  mengeluh

masalah keuangan;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa,  pihak keluarga pernah mendamaikan,  akan tetapi  tidak  berhasil

dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  perceraian  yang

diajukan  oleh  Pemohon  sebagai  suami,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah

ikatan  pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam

keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal

tersebut  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan

telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
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19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jis. Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan

yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah  ada  alasan  perceraian

sebagaimana  yang  diperbolehkan  oleh  hukum  Islam  dan  atau  peraturan

perundang-undangan yang berlaku,  selanjutnya dalam perkara ini,  Pemohon

telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara percaraian karena alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  sebagaimana  maksud  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-

dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian

sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang,  berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan bukti

dan  keterangan  para  saksi,  bahwa  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  dan  dilihat  oleh  para  saksi

dengan mata kepala sendiri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  apabila  sebuah

perkawinan  yang  diselimuti  dengan  ketidak  harmonisan  berupa  perselisihan

dan  pertengkaran,  tentu  tidak  akan  mampu  merealisasikan  tujuan  suatu

perkawinan,  yaitu  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  dan  akan  menimbulkan

dampak yang tidak dapat diinginkan;
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Menimbang, kaidah ushul fiqih tentang saddu adz-dzari’ah yang termaktub

dalam kitab  I’lam  al-Muwaqqi’in,  yang  dikarang  oleh  Juz  III  hal.  143,  Ibnu

Qayyim al-Jauziyah, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

دد ةة سس سع يي ةر ذذ سو ال هع هه ين سن سما سم ةة سكا سل يي ةس ةقا سو سو يي ةر سلي سط ةم ةإ ذر سح هم ال

Artinya :  Saddu adz-Dzari’ah adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi
media menuju sesatu yang diharamkan.

Menimbang, bahwa dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada

ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis antara

kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, para saksi

dan pihak keluarga tidak dapat  lagi  mendamaikan Pemohon dan Termohon,

sehingga  mengakibatkan  salah  satu  pihak  telah  meninggalkan  kediaman

bersama, telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan salah satu pihak menolak

untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga

tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak

dalam keadaan teraniaya (dzulm);

Menimbang,  adanya  Permohonan  Pemohon  yang  ditujukan  kepada

Pengadilan Agama untuk diberikan izin mengikrarkan talak, merupakan suatu

kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan

dengan  proses  persidangan  dan  adanya  fakta-fakta  dalam  persidangan,

kebutuhan  Pemohon  tersebut  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  dan

mencari  solusi untuk  diberikannya  kemudahan,  sehingga menjauhkannya  ke

dalam  kesulitan  dan  kesukaran,  maka  hal  tersebut  masuk  dalam  katagori

darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang tersebut dalam kitab Ghamsu

Uyun al-Bashair, yang dikarang oleh Al-Hamawi, hal. 37, yang berbunyi:

هة سج سحا هل ال ةز ين سة ست سل ةز ين ةت سم سرا يو هر ذض ةة ال ذم يو سعا ةة سأ ذص سخا

Artinya:  “Adapun  kebutuhan,  menempati  posisi  darurat,  baik  kebutuhan
tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus”

Menimbang, bahwa diantara terjadinya perceraian  dan mempertahankan

pernikahan  yang sudah  tidak  harmonis  /  sudah  pecah  (marriage
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breakdown/broken home),  merupakan keadaan yang  memiliki  kemudharatan

yang  jelas  kedua-duanya  dan  harus  memilih  keadaan  yang  lebih  kecil

kemudharatannya atau lebih baik kemaslahatannya, berdasarkan Kaidah Fiqh

yang terdapat dalam kitab  al-Qowaid al-Fiqhiyyah,  yang dikarang oleh  Abdul

Aziz Muhammad Azzam, hal. 160, sebagai berikut:

سذا سض ةإ سر سعا ةن ست ستا سد سس يف سي سم ةع يو سما هر هه هم سظ يع ةب سأ سكا ةت ير سما ةبا ةه فف سخ سأ

Artinya : "Jika terdapat dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang lebih besar
dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

Menimbang, putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24

Desember 1986, yang pada intinya sebagai berikut:

“Pengertian  cekcok  yang  terus-menerus  yang  tidak  dapat  didamaikan

(onheelbare  tweespalt)  bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang

harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti

adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”

Menimbang, berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam kaidah

fiqih serta beberapa pertimbangan yang telah disebutkan, maka Majelis Hakim

berpendapat,  untuk  mengambil  langkah  saddu  adz-dzari’ah dengan  wujud

memilih sebuah keadaan yang menimbulkan kemudharatan yang paling ringan

yaitu membuka pintu perceraian yang menurut Majelis Hakim merupakan solusi

sosiologis  dan psikologis,  untuk menyelesaikan konflik  dalam sebuah ikatan

pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman

Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya: Dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.
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Menimbang,  oleh karena Pemohon telah berhasil  membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan  tidak dapat

dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  dan  usaha  damai  oleh

Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal  31 ayat  (1)  dan (2)

serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

tidak  berhasil  (telah  gagal),  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan

permohonan  Pemohon  pada  petitum  angka  1  (satu)  dalam  surat

permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak,  maka

terkait  permohonan  Pemohon  dalam  petitum  nomor  2  (dua),  maka  Majelis

Hakim  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak  yang

diajukan  oleh  Pemohon sebagai  suami,  oleh  karenanya  perceraian  tersebut

terhitung  setelah  suami  mengikrarkan  talaknya  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama  sebagaimana  maksud  Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam,  adapun

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap,  hal  ini  sebagaimana ketentuan Pasal  70 ayat  (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan  azas  lex  spesialis

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di

persidangan;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Septi Dwi Suryaningsih binti Syafaruddin) di depan

sidang Pengadilan Agama Taliwang;  

4. Membebakan  kepada  Pemohon  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I. sebagai

Ketua Majelis,  Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  Tuti  Indrawati,  S.H sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tuti Indrawati, S.H

Perincian biaya :
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-  PNBP : Rp 70.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 290.000,00

-  PBT : Rp 1450.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00

J u m l a h : Rp    561.000,00 

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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